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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 95 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Pohuwato tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

1, Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717), 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Camat adalah unsur pimpinan dan koordinator penyelenggaraan 

Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan 

tugasnya memperolah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati 

untuk menangani sebagian urusan otonami daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



ta
 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 

Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawarata Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

Peraturan Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi 

BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. 

Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang selanjutnya 

disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian 

pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 

Panitia adalah Panitia Pengisian BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa. 

Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 

dilaksanakannya pemungutan suara. 
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BAB II 

: PENETAPAN ANGGOTA BPD SETIAP DESA 

Bagian Kesatu 

Keanggotaan BPD 

Pasal 2 

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung. 

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 

(sembilan) orang. 

2 (3) Penetapan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan 

kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : 

a. penduduk sampai dengan 800 (delapan ratus) jiwa, anggota BPD 

berjumlah 5 (lima) orang, 

b. penduduk 801 (delapan ratus satu) jiwa sampai dengan 2.200 (dua ribu 

dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, dan 

c. penduduk lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa, anggota Badan 

Permusyawaratan Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang. 

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam 

desa seperti wilayah dusun. 

e Bagian Kedua 

Tata Cara Pengisian Anggota BPD 

Pasal 3 

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: 

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan 

b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. 

Pasal 4 

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota 

BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. 

Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, adalah 

laki-laki dan/atau perempuan. 

Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan oleh 

panitia memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

Jumlah bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menggunakan formulasi sebagai 

berikut: 

JKW - JTA dikurang (1 orang JKP ) 

JKW : Jumlah keterwakilan wilayah 

JTA : Jumlah Total Anggota 

JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan 

Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 

dari dusun atau gabungan dusun. 

Pasal 5 

Jumlah bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (5) adalah jumlah minimal. 

Apabila jumlah minimal bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak terpenuhi, panitia melakukan penggabungan wilayah 

pemilihan. 

Jumlah anggota BPD untuk wilayah pemilihan dan/atau gabungan 

ditetapkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : 

JWW - JPW x JKW dan JWW - JPWG x JKW 
JPD JPD 

JWW : Jumlah Wakil Wilayah 

JPW : Jumlah Penduduk Wilayah 

JPD : Jumlah Penduduk Desa 

JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah 

JPWG : Jumlah Penduduk Wilayah Gabungan 

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

ketentuan : 

a. Apabila terdapat satu wilayah yang tidak terpenuhi jumlah wakil 

wilayah, maka digabung dengan wilayah terdekat, 

b. Apabila terdapat lebih dari satu wilayah yang tidak terpenuhi jumlah 

wakil wilayah, maka wilayah tersebut digabung menjadi satu wilayah, 
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(1) 

(2) 

(3) 

c. Apabila semua wilayah tidak memenuhi jumlah wakil wilayah, maka 

digabung menjadi satu wilayah. 

Pasal 6 

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 

perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan 

warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki 

kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 

perempuan. 

Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 

unsur : 

a. Lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau 

b. Tokoh perempuan desa. 

(4) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

(S) 

(6) 

(1) 

huruf a, terdiri atas unsur : 

a. PKK, 

b. LPMDj, dan 

c. Karang Taruna. 

Unsur tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b, terdiri atas unsur : 

a. kelompok tani, 

b. kelompok pengrajin, 

c. kelompok nelayan, 

d. tokoh agama, 

e. tokoh pendidikan, 

f. pemerhati masalah sosial, dan/atau 

g. kelompok seni budaya. 

Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. 

Bagian Ketiga 

Pembentukan Panitia Pengisian BPD 

Pasal 7 

Panitia Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
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(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 

(sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 

(tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. 

(3) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa mengadakan 

seleksi bagi Panitia Pengisian BPD. 

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. 1 (satu) orang ketua 

b. 1 (satu) orang Sekertaris 

c. 1 (satu) orang Bendahara 

d. Anggota 

(5) Seleksi Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 

menyiapkan administrasi berupa : 

a. Surat permohonan kepada Kepala Desa, 

b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, 

c. Foto Copy Ijazah terakhir minimal SMA/Sederajat yang dilegalisir, 

d. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, 

rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Anggota BPD. 

(6) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan 

(7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil 

dari wilayah pemilihan dengan memperhatikan pengalaman dalam 

melakukan pemilihan. 

(8) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota 

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat 

sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak tanggal penetapan. 

Pasal 8 

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan 

penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan 

sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD, 

b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD 

Yg 

yang mewakili wilayah tertentu, 

c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon,
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d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, 

e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, 

dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas 

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan 

hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil 

pemilihan, dan 

g. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan 

kepada Kepala Desa 

h. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD, 

i. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD. 

j. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD, 

k. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD, 

Il. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama 

calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi, 

m. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD, dan 

n. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Kepala Desa. 

(3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon 

anggota BPD. 

(4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

BAB III 
PENDAFTARAN CALON, PELAKSANAN PEMILIHAN 

DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Calon Anggota BPD 

Pasal 9 

Persyaratan calon anggota BPD adalah: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 

Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara 

keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, 

berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat: 

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, 

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, 

wu 
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wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, dan 

 



h. 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

bertempat tinggal di wilayah pemilihan. 

Pasal 10 

Penduduk desa mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi 

anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran 

yang telah disediakan, dilampiri persyaratan sebagai berikut : 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

2. Fotocopy ijazah formal atau sederajat dari tingkat dasar sampai dengan 

ijasah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang, 

3. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan : 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 

c. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, 

Surat Keterangan Dokter setempat, 

Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort setempat, 

Surat Keterangan tidak pernah sebagai BPD selama 3 (tiga) kali masa 

jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

Pasal 11 

Panitia meneliti berkas pendaftaran calon anggota BPD, dan membuat 

Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi. 

Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan 

oleh Panitia di Papan Pengumuman Desa dan di masing-masing wilayah 

pemilihan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD 

Pasal 12 

Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

Dalam pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon 

anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara 

terbanyak.



Pasal 13 

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota 

BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

masyarakat desa dari wilayah pemilihan. 

(3) Panitia mengundang masyarakat pada wilayah pemilihan untuk 

melakukan pemilihan perwakilan. 

Pasal 14 

(1) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 

(3) pemilih hanya dapat memberikan suara kepada calon anggota BPD yang 

berasal dari wilayah pemilihannya. 

(2) Pemilih perempuan disamping berhak memilih calon anggota BPD dari 

wilayah pemilihannya, juga memberikan suara kepada calon perwakilan 

perempuan. 

Pasal 15 

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : 

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan BPD 

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah 

ditetapkan sebagai pemilih. 

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, 

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan 

d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat 

menggunakan hak memilih. 

Pasal 16 

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di 

desa. 
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(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena : 

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal 

pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, 

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah, 

c. telah meninggal dunia, 

d. pindah domisili ke desa lain, atau 

e. belum terdaftar. 

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia 

pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. 

Pasal 17 

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), 

diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau 

masyarakat. 

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

3 (tiga) hari. 

Pasal 18 

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), 

pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai 

penulisan nama dan/atau identitas lainnya. 

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau 

anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : 

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, 

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut, 

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun, atau 

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat 

sebagai pemilih. 

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan 

daftar pemilih sementara. 

Pasal 19 

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia 

Pemilihan melalui Kepala Dusun.



(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih 

tambahan. 

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. 

Pasal 20 

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat- 

tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak 

berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan. 

Pasal 21 

(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih 

sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai 

daftar pemilih tetap. 

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di 

tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. 

(3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka 

waktu penyusunan daftar pemilih tetap. 

Pasal 22 

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun 

salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. 

Pasal 23 

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan 

kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. 

Pasal 24 

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat 

diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan 

membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan 

"meninggal dunia". 

 



Bagian Ketiga 
Calon Anggota Terpilih 

Pasal 25 

(1) Calon anggota BPD terpilih hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) diranking sesuai jumlah kursi anggota BPD dikurangi 1 

(satu) sebagai perwakilan perempuan. 

(2) Calon anggota BPD terpilih dari perwakilan perempuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) adalah calon yang memperoleh suara 

terbanyak. 

(3) Calon anggota BPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat 

jumlah suara yang sama maka diberlakukan musyawarah dan mufakat. 

(4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi 

maka selanjutnya dilakukan voting. 

Pasal 26 

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan 

panitia. 

(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 

7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian 

untuk diresmikan oleh Bupati. 

Pasal 27 

Panitia membuat berita acara hasil pemilihan perwakilan untuk memilih calon 

anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah. 

Bagian Keempat 
Penetapan Anggota BPD 

Pasal 28 

Penetapan anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku. 

 



Bagian Kelima 

Peresmian Anggota BPD 

Pasal 29 

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota 

BPD dari Kepala Desa. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 

sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. 

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya 

keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 

Pasal 30 

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pengucapan sumpah/janji. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk 

masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau 

tidak secara berturut-turut. 

Pasal 31 

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara 

bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: 

”Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan 

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan 

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- 

lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

 



Pasal 32 

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan 

agamanya masing-masing. 

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

anggota BPD yang beragama: 

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”, 

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi 

Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan 

menolong saya”, 

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan 

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 33 

(1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas 

dan fungsi BPD kepada seluruh anggota BPD dengan biaya bersumber 

dari APBD Kabupaten Pohuwato. 

Bagian Keenam 

Pemberhentian Anggota BPD 

Pasal 34 

(1) Anggota BPD berhenti karena: 

a. meninggal dunia, 

b. mengundurkan diri, atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

apabila: 

a. berakhir masa keanggotaan, 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa 

keterangan apapun, 

 



tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, 

tidak melaksanakan kewajiban, 

melanggar larangan sebagai anggota BPD, 

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD, 
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dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang 

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- 

turut tanpa alasan yang sah, 

i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau 

penghapusan Desa, 

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan, dan/atau 

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. 

Pasal 35 

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan 

hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada 

Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul 

pemberhentian. 

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada 

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. 

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. 

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketujuh 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 36 

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan 

sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, 

kekerasan dalam rumah tangga, anak dan/atau tindak pidana terhadap 

keamanan negara.



(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan 

sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan 

BPD. 

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD 

pengganti antarwaktu. 

Bagian Kedelapan 

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu 

Pasal 37 

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD 

nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. 

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon 

anggota BPD nomor urut berikutnya. 

Pasal 38 

(l) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan 

antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon 

pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang 

diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat 

menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 

diberhentikan kepada Bupati. 

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD 

dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa. 

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku 

sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 39 

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan 

anggota BPD yang digantikannya. 

 



(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) 
- 

periode. 

Pasal 40 

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa 

masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai 

berakhirnya masa jabatan anggota BPD. 

Bagian Kesembilan 

Larangan Anggota BPD 

Pasal 41 

Anggota BPD dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat 

Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, 

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 

atautindakan yang akan dilakukannya, 

menyalahgunakan wewenang, 

d. melanggar sumpah/janji jabatan, 

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola 

BUMDesa atau Ketua RW/RT/LPM/Karang Taruna dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya di tingkat Desa, 

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundangan-undangan, 

sebagai pelaksana proyek Desa, 

menjadi pengurus partai politik, dan/atau 

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 

BAB III 

KELEMBAGAAN BPD 

Pasal 42 

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas: 

a. pimpinan, dan 

dr



(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

b. bidang. 

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. 1 (satu) orang ketua, 

b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan 

c. 1 (satu) orang sekretaris. 

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan 

kemasyarakatan, dan 

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua 

bidang. 

Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. 

Pasal 43 

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam 

rapat BPD yang diadakan secara khusus. 

Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota 

tertua dan dibantu oleh anggota termuda. 

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena 

pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau 

pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. 

Pasal 44 

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 

setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. 

Pasal 45 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat 

diangkat tenaga staf administrasi atau staf ahli BPD. 

Staf administrasi atau staf ahli BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD. 

Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi atau staf ahli BPD 

sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

 



c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi 

BPD. 

(4) Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan 

kemampuan keuangan desa. 

BAB IV 

FUNGSI DAN TUGAS BPD 

Bagian Kesatu 

Fungsi BPD 

Pasal 46 

BPD mempunyai fungsi: 

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, 

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan 

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Bagian Kedua 

Tugas BPD 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 47 

BPD mempunyai tugas: 

a. menggali aspirasi masyarakat, 

b. menampung aspirasi masyarakat, 

mengelola aspirasi masyarakat, 

a 
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menyalurkan aspirasi masyarakat, 

menyelenggarakan musyawarah BPD, 

menyelenggarakan musyawarah Desa, 

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, 

b
a
 

» 
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. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala 

Desa antarwaktu, 

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, 

j-. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, 

| Y 
| 

|



(1) 

(2) 

melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa 

dan lembaga Desa lainnya, dan 

. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Menampung Aspirasi Masyarakat 

Pasal 48 

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di 

sekretariat BPD. 

Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. 

Paragraf 4 

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

Pasal 49 

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian 

dan perumusan aspirasi. 

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa 

untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan 

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan 

masyarakat Desa. 
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(1) 

(2) 

Paragraf 5 

Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

Pasal 50 

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau 

tulisan. 

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat 

oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. 

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana 

(1) 

(2) 

(3) 

dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat 

dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, 

atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari 

usulan BPD. 

Paragraf 6 

Penyelenggaraan Musyawarah BPD 

Pasal 51 

Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan 

keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan 

Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan 

usulan pemberhentian anggota BPD. 

BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, 

sebagai berikut: 

a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, 

b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, 

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah 

guna mencapai mufakat, 

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan 

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara,



(1) 

(2) 

(3) 

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit "2 (satu 

perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, 

dan 

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan 

dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. 

Paragraf 7 

Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

Pasal 52 

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Desa. 

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti 

oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. penataan Desa, 

b. perencanaan Desa, 

c. kerja sama Desa, 

d. rencana investasi yang masuk ke Desa, 

e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha 

Milik Desa Bersama, 

f. penambahan dan pelepasan Aset desa, dan 

g. kejadian luar biasa. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. tokoh adat, 

b. tokoh agama, 

tokoh masyarakat, 

tokoh pendidikan, 

perwakilan kelompok tani, 

perwakilan kelompok nelayan, 

perwakilan kelompok perajin, 
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perwakilan kelompok perempuan, 

 



i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan 

j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: 

Paragraf 8 

Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa 

Pasal 53 

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. 

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksudd 

pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam 

musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. 

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama 

kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan 

musyawarah internal BPD. 

(S)Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan 

pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah 

Pasal 54 

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan 

Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama 

tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan 

yang tidak disepakati. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat 

disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk 

mendapatkan evaluasi dan pembinaan.



(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berbentuk : 

a. penghentian pembahasan, atau 

b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasandan kesepakatan 

rancangan Peraturan Desa. 

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang 

ditunjuk Bupati. 

Paragraf 9 

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

Pasal 55 

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, 

b. pelaksanaan kegiatan, dan 

c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa monitoring dan evaluasi. 

Pasal 56 

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja 

BPD. 

Paragraf 10 

Evaluasi Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 57 

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, 

po » / 
  



akuntabilitas dan objektif. 

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi : 

a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa, Rencana Kerja Pebangunan Desa dan APBDesa, 

b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten, 

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan 

perundang-undangan, dan 

d. Prestasi Kepala Desa. 

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. 

Pasal 58 

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak LKPPD diterima. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

BPD dapat: 

a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, 

b. meminta keterangan atau informasi, 

c. menyatakan pendapat, dan 

d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. 

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap 

melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 

memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

bagian dari laporan kinerja. 

Paragaraf 11 

Hubungan Kerja Antar Lembaga Desa 

Pasal 59 

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat 

mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum 

Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.



(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 

Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. 

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Desa. 

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati 

dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. 

BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 

Bagian Kesatu 

Hak BPD 

Pasal 60 

“ BPD berhak: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 61 

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi 

2“ pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) 

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 62 

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan 

keputusan BPD. 

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat 

dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD. 

 



(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

hasil musyawarah BPD. 

Pasal 63 

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 

APBDesa. 

Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur setiap tahun oleh Bupati 

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. 

Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan 

kemampuan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 

Hak Anggota BPD 

Pasal 64 

Anggota BPD berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, 

mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan/atau pendapat, 

memilih dan dipilih: dan 

' 
.
?
 

mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 

Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. 

Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD berhak: 

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan 

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan 

lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. 

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD 

yang berprestasi. 

Pasal 65



(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh 

tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan tunjangan kinerja. 

Pasal 66 

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam 

kelembagaan BPD. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), 

dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. 

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 67 

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan APBDesa. 

Pasal 68 

(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori: 

a. kategori pimpinan, dan 

b. kategori anggota. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 



Bagian Ketiga 

Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 69 

Anggota BPD wajib : 

a. 

(1) 

(2) 

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal 

Ika: 

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan/atau golongan, 

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

Desa, 

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 

lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, dan 

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Bagian Keempat 

Laporan Kinerja BPD 

Pasal 70 

Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan 

tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dengan sistematika: 

a. dasar hukum, 

b. pelaksanaan tugas, danm 

c. penutup.



(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta 

disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah 

Desa secara tertulis dan atau lisan. 

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai 

tahun anggaran. 

Pasal 71 

Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) digunakan 

Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum 

musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 

ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas BPD kepada masyarakat Desa. 

Bagian Kelima 

Kewenangan BPD 

Pasal 72 

BPD berwenang: 

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat — untuk 

mendapatkan aspirasi, 

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa 

secara lisan dan tertulis, 

mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 

kewenangannya, 

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, 

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa, 

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 

kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 

tata kelola pemerintahan yang baik, 

menyusun peraturan tata tertib BPD, 

menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 

insidentil kepada Bupati melalui Camat, 

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 

operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk 

dialokasikan dalam RAPB Desa, 

mengelola biaya operasional BPD, 

mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar 

Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan 

.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

BAB VI 

PERATURAN TATA TERTIB BPD 

Pasal 73 

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. 

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. 

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat: 

K keanggotaan dan 

kelembagaan BPD, 

fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan 

BPD, 

waktu musyawarah BPD, 

pengaturan mengenai pimpinan musyawarah 

BPD, 

tata cara musyawarah BPD, 

tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD 
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. dan anggota BPD,dan 

pe
ak
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. pembuatan berita acara musyawarah BPD. 

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi: 

3 | Basi Kn



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

. pelaksanaan jam musyawarah, a 

b. tempat musyawarah, 

c. jenis musyawarah, dan 

d. daftar hadir anggota BPD. 

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan 

anggota hadir lengkap, 

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD 

berhalangan hadir, 

Cc. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan 

wakil ketua berhalangan hadir, dan 

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah 

sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan 

penggantian anggota BPD antarwaktu. 

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa, 

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah 

Desa, 

Cc. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa, dan 

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi 

masyarakat. 

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan 

pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f 

meliputi: 

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan 

Pemerintahan Desa, 

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas 

pandangan BPD, 

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat 

Kepala Desa, dan 

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD 

kepada Bupati. 

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah 

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi : 

a. penyusunan notulen rapat, 

b. penyusunan berita acara,



(9) 

c. format berita acara, 

d. penandatanganan berita acara,dan 

e. penyampaian berita acara. 

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal 74 

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, 

musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling 

sedikit 274 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, 

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah 

guna mencapai mufakat, 

apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan 

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, 

pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit v2 (satu 

perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, 

dan 

hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan 

dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. 

BAB VII 

LAPORAN KINERJA BPD 

Pasal 75 

Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan 

tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dengan sistematika: 

a. dasar hukum, 

b. pelaksanaan tugas, dan 

Cc. penutup. 

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta 

disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah 

Desa secara tertulis dan atau lisan.



(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai 

tahun anggaran. 

Pasal 76 

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) digunakan 

Bupati untuk mengevaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum 

musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas BPD kepada masyarakat Desa. 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 77 

(1) Camat selaku pelaksana sebagaian kewenangan kepala 

daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat membentuk tim 

yang terdiri dari camat selaku koordinator dengan 

keanggotaan dari unsur Kepolisian Sektor, Unsur Komando 

Rayon Militer dan unsur aparat Kecamatan. 

(3) Tim pengawasan dan pengendalian yang dibentuk Camat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengisian 

keanggotaan BPD berkoordinasi dengan pemerintah 

kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

BAB VIII 

SANKSI 

Pasal 78 

(1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib mentaati 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 



(2) Panitia pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

dari : 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis, dan 

c. pemberhentian. 

Pasal 79 

(1) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(3) huruf a, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia 

pemilihan melakukan pelanggaran ringan. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(3) huruf b, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia 

pemilihan melakukan pelanggaran sedang. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(3) huruf c, diberikan oleh kepala desa dalam hal panitia 

pemilihan melakukan pelanggaran berat. 

Pasal 80 

(1) Panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (3) sebelum tahapan pemungutan suara 

pemilihan, kepala desa melakukan rekrutmen panitia pengganti 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5). 

(2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari unsur yang diganti. 

(3) Apabila panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) sudah memasuki tahapan 

pemungutan suara, Kepala Desa menunjuk salah seorang 

perangkat desa yang dianggap mampu untuk menggantikan 

panitia yang telah diberhentikan. 

Pasal 81 

Dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran yang bersifat 

pidana, dilakukan proses sesuai ketentuan hukum dan perundang- 

Ia Yaa ke 
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undangan yang berlaku.



BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 82 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam 

Peraturan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati 

Pohuwato. 

Pasal 83 

Ketentuan Mengenai : 

a. Format I yang berisi : Surat Keputusan Kepala Desa Tentang 

Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD 

b. Format II yang berisi : Formulir Pendaftaran Calon Anggota BPD. 

c. Format III yang berisi : Formulir Surat-surat Pernyataan Calon 

Anggota BPD. 

d. Format IV yang berisi : format Rekapitulasi Pendaftaran Calon 

Anggota BPD. 

e. Format V yang berisi : Format Keputusan Panitia tentang Tata 

Tertib Pengisian Anggota BPD. 

f. Format VI yang berisi : Brita Acara Penelitian Berkas 

Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota 

BPD. 

Format VII yang berisi : Berita Acara Penetapan Pengisian BPD 

h. Format VIII yang berisi : Laporan Panitia Kepada Lurah Desa 

Hasil Pemilihan Anggota BPD. 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 84 

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan 

Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa 

jabatannya. 

 



BAB XI 

PENUTUP 

Pasal 85 

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati 
Pohuwato Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 86 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pohuwato. 

    

2018 

,    

  PARAF KOORDINASI 
7 KABAG. HUKUM Jasr. BIP.ovenzizanis AST, Bip. pem SEKDA WABUP ENG 

  
    

  
  

            
  

  
 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 

  

NOMOR :55 TAHUN 2018 
TANGGAL :” WM 800 
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA 

FORMAT I 

A. Contoh Keputusan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian BPD 

GARUDA WARNA EMAS 

KEPUTUSAN KEPALA DESA 
an KECAMATAN aro KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR........ TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KEPALA DESA......... 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Mengingat : 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia 

Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, 

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 

 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89), 

. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 202 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 178), 

. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor .... Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2018 Nomor .......... J: 

MEMUTUSKAN : 

Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD, 

b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD, 

Cc. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD, 

d menetapkan jadwal proses pengisian BPD, 

» mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD, 

r
b
 

melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan 

administrasi, 

g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, 

nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan 

administrasi, 

h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian 

BPD: dan 

i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada 

Kepala Desa. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan 

Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

 



KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Cap dan tandatangan 

(nama lengkap tanpa gelar) 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Bupati Pohuwato, 

2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pohuwato,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA...... KECAMATAN... KABUPATEN 
POHUWATO 
NOMOR £.... TAHUN 2018 
TANGGAL 
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

STRUKTUR KEPANTIAAN BPD 

  NO NAMA JABATAN DALAM KETERANGAN 
KEPANITIAAN 
  

          
  

KEPALA DESA........... 

(cap dan tandatangan 

(nama lengkap tanpa gelar) 

 



FORMAT II 

B. Contoh Formulir Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Kepada Yth, 

Panitia Pengisian 

PP Denata 

Di 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama lengkap  AaamteweeeaneMonENRN ONGS RERE ERA 

Tempat/ tgl lahir/umur N eanunsauasa Ay sak Jrssiana tahun, 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

Agama | Gs uah 

Pekerjaan 2 niasonwunananan nana eka MENN NAK 

Alamat tempat tinggal 3 Samin 

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon 

Badan Permusyawaratan Desa....... Kecamatan .......... Kabupaten Pohuwato. 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

1) Surat permohonan. 

2) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, 

3) Fotokopi KTP E, 

4) Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 

5) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintahpada wilayah setempat 

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari resort, 

7) Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, (bermaterai) 

8) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (bermaterai) 

9) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, (bermaterai) 

10) Surat Pernyataan Tempat Tinggal yang bersangkutan, 

11)Surat Keterangan tidak pernah sebagai Badan Permusyawaratan Desa 

selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut, 

12) Surat Pernyataan Bukan sebagai perangkat desa setempat, 

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini 

saya sampaikan terima kasih.



0 0219 Oig's-9 
"oo... 

".... .... .....



KOP DINAS PMD 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

Nip 

Jabatan 

Menberikan keterangan kepada 

Nama 

Tempat Tangal Lahir 

Jneis Kelamain 

Agama 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Alamat 

Bahwa bersangkutan tidak pernah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut- 

turut. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diperrgunakan seperlunya. 

Marisa , Oktober 2018 

KEPALA DINAS 

TASRIF HARAS, SE 

 



FORMAT III 

C. FORMULIR SURAT-SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA BPD 

SURAT PERNYATAAN 

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap AMERIKA KANE TAN TEA EK PEN 

2. Tempat/tgllahir/uMmuT ? LK Peseaen Peras tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

4. Agama ISIAN ak Ea aaamemaamun Naanue 

5. Pekerjaan Nona 

6. Alamat tempat tinggal : ........oooo.oo.Wooak 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa... 

Kecamatan .......iiio.. , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, 

saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Desakan Pmuukaa kk aan dina 

Yang menyatakan 

Materai 

Rp.6.000,- 

Aa asa ara esat ) 

Keterangan : 

“) Coret yang tidak diperlukan.



SURAT PERNYATAAN 

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap 5 KheReMsnanaNasaasN Bean NENEK SAN BASA Sani 

2. Tempat/tgl lahir/umur Li... Lane /-....tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

4. Agama D SEAEENANMKENNN ENI KENA KARET 

5. Pekerjaan Nana NB aaaaa 

6. Alamat tempat tinggal Pesen an mayan 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ii... 

KEB A: ennna sanam amen , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya 

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

TERASI | srveneedaeayan adha 

Yang menyatakan 

Materai 

Rp.6.000,- 

Keterangan : 

“) Coret yang tidak diperlukan. 

 



SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap enam angan Nnnasa 

2. Tempat/tgl lahir/umur — Sec... Pem amamam Jenamnwawa tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

“5 AMA ———— aU NA AIA NR SERA NA ARA 

5. Feejaan oo www 

6. Alamattempat tinggal. — Seseeennnnsaa 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

DOD eeeasamn KERANA. eta memam an masa jabatan 

Ina S/d Le... dan bersedia mundur dari jabatan/organisasi 

apapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ................. 

Kecamatan ........ii...... , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya 

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

angan , Memanas Bts 

Yang menyatakan 

Materai 

Rp.6.000,- 

Keterangan : 

“) Coret yang tidak diperlukan. 

 



SURAT PERNYATAAN 

TIDAK PERNAH SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap Monas 

2.. Tempat/tellahir/umur — pissesesswees Jaan Jisswwsss tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

4. Agama Bk uanyaa 

5. Pekerjaan LEAN LAN NEN LAN AAEA 

6. Alamat tempat tinggal Naam anna 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa Ji... Kecamatan oo. tidak 

pernah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama tiga kali 

masa jabatan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ............... 

Kecamatan sisi , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya 

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

NN pi noaanemanmans Ma 

Yang menyatakan 

Keterangan : 

“) Coret yang tidak diperlukan. 

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang (DPMD) 

 



SURAT PERNYATAAN TEMPAT TINGGAL 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. 

D3 
9
 

» 

Nama lengkap | un ng men aa ANN AKA 

Tempat/tgl lahir/umur js... P menganga Panama: tahun, 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

Agama Ie aa 

Pekerjaan 1 enereaan ap emea NEKAT ANTAR EN EN SME Ela 

Alamat tempat tinggal N MeuU sis neN anna n Sana NE ene UN sada hn BEN SAS NAN ONN 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal dan menetap 

CIDUSU ain DESA: seennanasn Kecamatan Kabupaten 

Pohuwato. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa... 

Kecamatan .........iii.... , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya 

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

MenaNNRuankkaa Pisan asn Gsusia Adya 

Yang menyatakan 

Keterangan : 

“) Coret yang tidak diperlukan. 

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang (Kepala 

Desa)



SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI 

SEBAGAI PERANGKAT DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap ewean 

2. Tempat/tgl lahir/umur » ....oo.o.ooooo.o Pemesan Pemaman tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

4. Agama SAAT MANIA SN ANN NU ALE 

5. Pekerjaan Natan NAN AN An 

6: Alamat tempat tinggal beam 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri 

dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai 

Sekdes/Kaur/Kasi/ Kadus “x) Desa an Kecamatan 

Sewa RE EEARRN , Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan 

pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah 

diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat 

pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ii... 

Kecamatan... , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, 

saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Yang menyatakan 

Materai 

Rp.6.000,- 

Keterangan : 

1. “) Coret yang tidak diperlukan. 

Formulir ini diperuntukkan bagi Perangkat Desa yang bakal calon BPD



FORMAT IV 

D. Contoh Formulir Rekapitulasi Pendaftaran Calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa 

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA............. 

  

    

  

      

. | Tgl. Lahir/ Keterwalalan 
No. Nama Jenis Kelamin Umur Alamat Perempuan/ 

Wil. Pemilihan 

1. 
2, 
3. 
Dst             
  

Panitia 

Tanda tangan 
(nama lengkap) 

 



FORMAT V 

E. Contoh Format Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Calon 

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DOSA seen KECAMATAN 2... om KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR ......... TAHUN sarisoiasi: 

TENTANG 
TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Menimbang 

Mengingat 

.oocoraranunan KECAMATAN .....iooowo.o. KABUPATEN POHUWATO 

bahwa untuk kelancaran dan tertibnya 

penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan 

Desa Desa sisi Kecamatan ......... Kabupaten 

Pohuwato, perlu diatur dengan tata tertib, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan 

Permusyawaratan Desa Desa.................. : 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 

 



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA...... KECAMATAN... KABUPATEN POHUWATO NOMOR...... TAHUN 2018 
NOMOR akan 
TANGGAL. SB oresowovee 
TENTANG : TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA —sessssunsssisnsasa KECAMATAN snaatataan KABUPATEN 
POHUWATO TAHUN .......... 
  

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......... 
KECAMATAN ........ KABUPATEN POHUWATO TAHUN ......... 

Pasal 1 

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 

Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsure penyelenggara pemerintahan Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Hari adalah hari kalender. 

Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ............. 

Pasal 2 

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagai berikut: 

|



a. Penduduk Desa. ......... mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota 

BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan 

administrasi yang telah ditentukan, 

b. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggal....... BO sweat 

c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di 

kantor desa. ........ 

Pasal 3 

Jadwal Pelaksanaan Pengisiananggota BPD: 

a. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal....... Sd 

b. Penelitian berkas administrasi tanggal....... BO masam 

c. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi 

tanggal... 

d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal........ 

e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal ....... Sid. ianin 

f. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh panitia tanggal........ 

Pasal 4 

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas: 

a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP), 

b. Foto copy ijazah terakhir, 

Cc. Surat pernyataan yang menyatakan: 

1. bertagwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, 

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 

3. bukan sebagai aparat desa, 

4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, 

5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk 

desa, dan 

6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih. 

Pasal 5 

Tata cara pelaksanaan pemilihan secara langsung dilaksanakan sebagai 

berikut: Pee 

 



a. Musyawarah dipandu oleh panitia, 

b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD 

yang akan dipilih, 

c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, 

d. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urutan, 

e. Calon anggota BPD terpilih paling sedikit 2 orang, dan 

f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara, 

Pasal 6 

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia 

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DESA......... , 

Cap dan tandatangan 

(nama lengkap tanpa gelar) 

 



FORMAT VI 

F. Contoh Format Berita Acara Penelitian Bekas Administrasi Penjaringan dan 

Penyaringan bakal Calon Anggota BPD 

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 

BERITA ACARA 
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN 

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA nan can cnknnanaan KECAMATAN .nccoW 0. 

Pada hari ini ............ tanggal .............. tahun Le... , bertempat di 

Banana , kami Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Desa 

Mane an Naa , Kecamatan msk, Kabupaten Pohuwato telah 

mengadakan penelitian berkas adminitrasi penjaringan dan penyaringan Calon 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemilihan Badan Permusyawaratan 

DESA aaasaness , Kecamatan w..o.oooo.co.. , Kabupaten Pohuwato, yang dihadiri 

oleh Ketua Sekertaris dan Anggota Panitia Pengisian BPD. 

Berdasarakan hasil penelitian berkas adminitrasi calon anggota BPD yang 

terdaftar dan telah memenuhi persyaratan adminitrasi sebagai berikut : 

A. Keterwakilan perempuan 

1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dst. 

B. Keterwakilan wilayah 

&. Wilayah sin 

1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dst. 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

 



2. Dst. 

c.Dst, 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Yang Membuat Berita Acara : 

Panitia 

1. Ketua... (nama)........ (-.-...(tandatangan)....... ) 

2. Sekretaris ....... (nama)........ (---...(tandatangan)....... ) 

 



PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 
Aa.“ am eeeaeeeaaaawwBwBwBw 

BERITA ACARA 

PENETAPAN NOMOR URUT 

CALON ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA aasas KECAMATAN sa... 

NOMUOES kena 

Pada hari ini ............ tanggal ......oocooooo tahun acc. bertempat di 

Pane rana nanaan nana , kami Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, Desa............., 

KECBINAtAN eno , Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Undian Nomor 

Urut bagi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih, pada 

Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lc i 

KEOAA Ai osn nusa , Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang 

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam undian nomor urut tersebut 

dihadiri oleh Ketua, Sekertais dan anggota Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan 

Desa dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih dengan 

hasil sebagai berikut : 

A. Keterwakilan perempuan 

1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dst. 

B. Keterwakilan wilayah 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dst. 

b. Wilayah ..........oo 

1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dst. 

c. Dst. 

 



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Yang Membuat Berita Acara : 
Panitia 

IPA seen (nama)........ (.....(tandatangan)....... ) 

2. Sekretaris ........ (nama)........ foowaon (tandatangan)....... ) 

3. Anggota. ....... (nama)........ (--....(tandatangan)



FORMAT VIII 

H. Contoh Format Laporan Panitia Kepada Kepala Desa hasil Pemilihan 

Anggota BPD 

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 

No. N gswunsa ST Senen 2018 

Lampiran : KepadaYth 

Perihal : Laporan Hasil Pemilihan KepalaDesa...... 

Anggota BPD Desa.............. 

Oh Hamas 

DenganHormat, 

Dengan ini kami laporkan hasil pemilihan Anggota BPD Desa ..... Periode 

Tabu antam SEN sebagaimana Berita Acara terlampir. 

Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk 

diresmikan. 

Demikian untuk disampaikan dan menjadi dokumen pengesahan 

Ketua Panitia, 

(nama terang) 

  

  

    BUPAMPOHUWATO, 

— 

SYARIF MBUINGA 

  

PARAF KOORDINASI , 1 
Te KEPANA........... ” IKABAG. HUKUM Jast. Bin............ AST.BIDyPpeM Jo SEKDA Wjasup 

et PAN aa 
  

  
  

                 



FORMAT VII 
, 

G. Contoh Format Berita Acara Penetapan Pengisian BPD 

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 
wa en rn Tr ar aa Ta SA Tae at LARI LARI “Te ES RE 

BERITA ACARA 

PENETAPAN CALON TERPILIH 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DIEGA.»socoweinsswea KECAMATAN ........ 

NONNOR 5 sini rnte ah rARIOmera mana 

Pada hari ini ............ tanggal .......oooooo. tahun bertempat di 

Death Nana Nn Nana , kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, 

Desa .......... , Kecamatan oo , Kabupaten Pohuwato telah 

menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa... » Kecamatah. same , 

Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pengisian Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa. Dari hasil Pemungutan dan Penghitunagan 

Suara Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa menetapkan 

calon anggota BPD suara terbanyak dan jumlah kursi dalam wilayah pemilihan 

sebagai berikut : 

A. Keterwakilan perempuan 

1. Nama :....... No Urut... ... ' jumlah suara ........ dari..... Jumlah Pemilih 

Perempuan 

B. Keterwakilan wilayah 

a. DUSUN Wi! 

1. Nama ...... No Urut...... jumlahsuara ........ dari..... Jumlah Pemilih 

2. Nata Sen. No Urut...... jumlahsuara......... dari..... Jumlah Pemilih 

bh: DiiSUh sena 

1. Nama....... No Urut... jumlahsuara ........ dari..... Jumlah Pemilih 

c. Dst 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 



Yang Membuat BeritaAcara : 
Panitia 

1. Ketua........ (nama)........ (......(tandatangan)....... ) 

2. Sekretaris ....... (nama)........ (--.-...(tandatangan)....... ) 

3. Anggota ....... (namaj)........ (-.....(tandatangan) 

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 
  

BERITA ACARA 

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI/ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA 

DESA sesi KECAMATAN ....... 

NOMOR 5 2. cor oma tatanan 

Pada hari ini ............ ERA “seo cewememswnasn SAE mena bertempat di 

bea , kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, 

Desa. seesivasesan » Kecamatan. noor , Kabupaten Pohuwato telah 

melaksanakan rapat Penetapan Perolehan Kursi / Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa .................... 5 KECBIRATAN anta , Kabupaten 

Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pengisian Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai berikut : 

  

  

  

  

  

    

NAMA JUMLAH PEROLEHAN JUMLAH PERWAKILAN 

DUSUN JIWA KURSI TOTAL KURSI | PEREMPUAN 

Mekar I 1 

Paselo 1 

Miranti 1 

Lamuna 1 

JUMLAH 800 4 5 1             
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 



Yang Membuat Berita Acara : 
Panitia 

1. Ketua........ (namaj........ kena (tandatangan) laun J 
2. Sekretaris ....... (namaj........ firsa (tandatangan) learn ) 
3. Anggota ....... (namaj........ fino (tandatangan)



“ 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : TAHUN 2018 

TANGGAL 

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 
  

Format Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara 

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA ... 

KECAMATAN ... KABUPATEN POHUWATO 
  

BERITA ACARA 

PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

NOMOR 5 snitisnsiinsinansa 

Pada hari ini ............ tanggal Lc... tahun... ,bertempat di... , 

kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa .......iii..i...... s 

KOOAAtAN saman , Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Rapat Penutupan 

Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa ........... , Kecamatan 

Kawanan , KabupatenPohuwato, sesuai ketentuan dan Peraturan tentang Pemilihan 

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut : 

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan mulai tanggal .................... s/d 

eni maa Rara maka Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa dinyatakan ditutup. 

2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu : 

A. Keterwakilan perempuan 

1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dat. 

B. Keterwakilanwilayah 

a. Wilayah ...........i....! 

1. Nama: 

Tempat, tgllahir : 

Alamat : 

 



1. Nama: 

Tempat, tgl lahir : 

Alamat : 

2. Dat 

c. Dst. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Yang Membuat Berita Acara : 

Panitia 

Lo KELAS ssi (nama)........ (......(tandatangan)....... ) 

2. Sekretaris ....... (nama)........ (-.-...(tandatangan)....... ) 

 



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat : JL saisssreskosone. 
ar aa SA Me naa AN Naa MRI mai ANN RA 

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 

  

PEMILIHANANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....ooococo oo. 
KECAMATAN “eeicowroonevnvoseresse KABUPATEN POHUWATO 

Desa Mba ngan Kabupaten : POHUWATO 

KECAINAtAN Deni bini ka enoaks Propinsi : GORONTALO 

Halaman | Katana 

TEMPAT/ STATUS 
NO | DUSUN NAMA L/P   

TGL. LAHIR | Kawin B. Kawin | Janda | Duda 
  

  

  

  

  

                        

1. Ketua P TAGAE Ki BE MO RP KI NK KO Ke Lo KOTA lecarwetranhan ) 

2: SEKIelArS Lani nsaasiisahsuiianiki Ohaceeekeriaaa ) 

 



PANITIA PENGISIANANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat : Jl. ................ 
  

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 

  

  

  

  

  

  

  

                        

PEMILIHANANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......ocooooooooooo.. 

KECAMATAN ....ococooooo oo. KABUPATEN POHUWATO 

Desa | en near tekanan Kabupaten : POHUWATO 

KEbAtAtah Hn ea Propinsi : GORONTALO 

Halaman — ana. 

TEMPAT / STATUS 

NO| DUSUN NAMA TANGGAL L/P 
Kawin | B. Kawin | Janda | Duda 

LAHIR 

Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa 

INERA ad arena San ai: €R Kecamatan ............. 

1. Ketua ie PA RAL NA PE Ojasewgwanagaa ) 

2 SEKIEANAS: Son AA aa al Ne EN RUN ep aweengeneaa ) 

 



PANITIA PENGISIANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat : JL ................ 
TT 5 La LA AE TP 5 Ae TE EF IT: 

  

  

  

  

  

                        

DAFTAR PEMILIH TETAP 

PEMILIHANANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATANDESA ......oooooooo oo. 

KECAMATAN ....ocooocoooooo. KABUPATEN POHUWATO 

Desa Banana na akte Kabupaten : POHUWATO 

Kecamatan ? ..ooooooooooo Propinsi : GORONTALO 

Halaman. Goo. 

TEMPAT / STATUS 

NO | DUSUN NAMA TANGGAL L/P 
Kawin | B.Kawin | Janda | Duda 

LAHIR 

PanitiaPengisianAnggota BPD 

DESA 1 Lana dara KECAMATAN ....21 0 heran ma 

KabupatenPohuwato 

1. Ketua Dn Ea am Kl Me TN DAN SM SDA Ma 2g 21 1 MMA Da Ha ) 

2 DORTELATIS: Yi cv cs o5 su ANANA LN lipeneaganagan ) 

 



Contoh Surat Suara 

KODE KHUSUS 

DUSUN 

SURAT AURA 
PEMIKNTAN ANGGOTA-BPI) 

  

  
PANITIA PENGISIAN BPD 

DESA 3 ecoooooensnnan0aann 

KECAMATAN | snssnnnosesisnsansnan 

KABUPATE : POHUWATO 
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DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA 

: DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN 
“ 

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA 

  

  

  

    

aa IT 

. 4 
ii PAPAN PENGHITUNGAN SUARA 5 

i 1 
| | BILIK BILIK BILIK BILIK | | 

i | SUARA SUARA SUARA SUARA | |               

  @ 
  

      

: te! - @ “8 

! 0 @ U 

188 T 
1 » 3 2 ii g g KotakSu ii 

i|s$ Il ara/Wila | :: 
VISI | 
T . - yah/Per i 

1 @ 9 1 
"El i 
i (EF 1           

  
  

  d6
 9 

  

        

                

Ik| 0 NO | | i 
| i 
| Meja Meja Meja ti 

i | 
i | 

Keterangan : 

pem
ah .Mejal1 : Ketua Panitia 

.Meja2 : Wakil Ketua 

.Meja3 : Sekretaris 

.Meja4 : Anggota ( petugas pencocok undangan / panggilan ) 

.Nomor 5 : Anggota ( Petugas pengatur tempat tunggu pemilih ) 

. Nomor 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya) 

.Nomor 7 : Anggota ( Petugas di Kotak suara ) 

.Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk 

O 
&
 

Aa
 

0 
uu
 

$ 
8
 

N 

.Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar 2 ea



RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA 

Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan 

mencocokan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara. 

Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang dating akan menggunakan 

hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar 

Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan 

sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya 

mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan. 

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan 

untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih. 

Langkah 4 : Anggota Nomor 3 memanggil pemilih kemejanya, meminta dan meneliti 

undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 

untuk diberikan Kartu suara. 

Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu 

suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 2. 

Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk 

menggunakan hak pilihnya. 

AnggotaNomor 6 :-harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun 

berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan 

menggunakan hak pilihnya. 

- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta. 

Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah 

dilipat kembali dengan benar dan tandatangan Ketua Panitia dapat terlihat 

serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam 5 kotak suara atau lebih. 

Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang 

telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.



DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA 

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN 

II.DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA 

  

              

  

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA |       
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Keterangan : 

1. Meja 1 

Meja 2 

Meja 3 

Meja 4 

n 
O
n
 

Nomor 7 

C
N
A
A
 

  

  

KOTAK 

“IG : |       

  

  

Meja Meja Meja Meja Meja li           

Nomor 5 : 

Nomor 6 : 

Nomor 8 : 

Nomor 9 : 

O101OYOO 

: Ketua Panitia ( Membaca surat suara ) 

: Wakil Ketua ( Menyusun surat suara sah ) 

: Sekretaris ( Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah ) 

: Anggota ( Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah ) 

Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah dan 

tidak sah ) 

Anggota ( Mencatat perolehan penghitungan suara ) 

: Anggota ( Membantu Anggota nomor 6) 

Membuka surat suara 

Membantu membuka surat suara



-. 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA 

Ketua Panitia membuka Kotak Suara dan membacakan surat suara, 

mengeluarkan satu persatu kartu suara, dibantu anggota nomor 8 dan 

nomor 9 disaksikan oleh Saksi, Pengawas serta pemilih. 

Anggota nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 memilah kartu suara sah 

untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, disusun 50 (lima 

puluh) lembar/ikat. 

Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah 

dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota 

nomor 7. 

 



SURAT MANDAT 

Yang bertandatangan di bawahini : 

It. Namalengkap oo oo ee siak 

2. Tempat/tsgl lahir/umur' “.coooo.oooooom Pi menitan enek amen J swasn tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

3. Agan. aa 

5. Pekerjaan ——————— S..oooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooo.dcoocoooe 

6. Alamattempat tinggal Decu smkn 

adalah sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ................. 

Kecamatan ............ Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut............ 

Dengan surat ini saya memberikan mandate kepada : 

1. Namalengkap 5 ceccooooo Women 

2. Tempat/tgl lahir/umur Lo Ii maa na anakan Kiwainsen tahun, 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan") 

Ik ANA oo ————— ebiet aN nk ontel 

5. Pee oo aan 

6. Alamat tempat tinggal: ......ioooooooocooco Woo” Woman 

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa.............. Kecamatan 

Demikian Surat mandate ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PASS AMAN Pen RerNNa NAAM IA 

Yang MenerimaMandat Yang MemberiMandat 

Materai 

Rp.6.000,- 

Keterangan : 

“) Coret yang tidakdiperlukan.



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

. KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat : JL. .............. 

BERITA ACARA 

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KITA Ae ARE ANA Naa ERA NAN MIE ADLAYAN ernanar an rena anna aan aaanaaaNN un 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. a. Nama 

b. Jabatan : Ketua Panitia Pengisian BPD 

2. a. Nama 

b. Jabatan : Sekretaris Panitia Pengisian BPD 

3. a. Nama 

b. Jabatan » Kepala DESA sisa Kecamatan .............. 

4. a. Nama 

b. Jabatan : Kena BPD DESA siisssssannnana Kecamatan 

5. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun I 

6. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun II dst 

7. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Perempuan 

Menyatakan dengan sesungguh -— sesungguhnya : 

1. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Anggpta Badan Permusyawaratan Desa 

Dina sa Na Ulin NANGA Kecamatan .......ioo.o. 

Hari / Tanggal: 

Jam : 07.00 s/d 13.00 Wita 

Tempat 3. IOOSA Innanirenres eren SeNNraNsN Kecamatan oo indaransatina 

Telah berlangsungaman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang 

bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- 

Undangan tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal 

menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. 

3. Berita Acara jalannya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini kami 

tandatangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan Panitia 

teknis Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa telah dinyatakan 

syah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan 

transparan. 

 



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD 

KETUA SEKRETARIS 

SAKSI CALON PERWAKILAN DUSUN/ PERWAKILAN PEREMPUAN 

SAKSI CALON SAKSI CALON SAKSI CALON 

PERWAKILAN DUSUN 1 PERWAKILAN DUSUN II PERWAKILAN PEREMPUAN 

sannasnaaaanannnanunununaanananaannnan je caw4naanawanananaaunuananganuaunnanan snwenuvanuusananaanenuanuuaununaunnuuanaana 

Pj. KEPALA DESA 
DESA ...ooooooocorcococecanaasananan 

snouoonenunasuanuunuuaunanaunananunnanan 

  

 



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD 
.
.
 

. KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat : Jl. ............... 
——— ra yr, 3 HH — www eri se 

BERITA ACARA 

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD 

DESA Di sitews0osiswatesesawaasn KECAMATAN eeswneannsa 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. a. Nama 

b. Jabatan : KetuaPanitiaPengisian BPD 

2. a. Nama 

b. Jabatan : SekretarisPanitiaPengisian BPD 

3. a. Nama 

b. Jabatan : KepalaDesa................. Kecamatan .............. 

4. a. Nama 

b. Jabatan : Ketua BPD: DESA. ser. Kecamatan... 

5. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun I 

6. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Dusun II dst 

7. a. Nama 

b. Jabatan : Saksi Calon Perwakilan Perempuan 

Menyatakandengansesungguh - sesungguhnya : 

1. Melaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa ........................ Kecamatan ............oi 

Hari / Tanggal 

Jam : 13.008/d ........ Wita 

Tempat 5 DOMSA samsons KALI CON insan sinsanesansanwaaya 

2. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 

  

NO URAIAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH 

  

A | DATA PEMILIH 
  

L: 

PemilhterdaftardalamDaftarPemilihT 

etap (DPT) 
    2. PemilihKhususTambahan (DPKTb) 

/ Pengguna KTP 

atauidentitaslainnya                                



  

3. JumlahPemilih (1 # 2) 
  

. 

@
—
.
.
—
—
?
$
 

  

PENGGUNA HAK PILIH 
  

1. 

PenggunaHakPilihdalamDaftarPemili 

hTetap (DPT) 
  

2. Pengguna Hak Pilih dalam daftar 

Pemilih Kkhusus Tambahan 

(DPKTb) / Pengguna KTP atau 

identitas lainnya 
    3. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 

(12)                   

3. DATA PENGGUNA SURAT SUARA 

  

NO URAIAN 

  

Jumlah Surat Suara Yang diterima termasuk cadangan 2.5 Yo 
  

Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru 

coblos 
  

Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 
      Jumlah Surat Suara yang terpakai 
  

4. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH 

  

@. URAIAN 

  

Jumlah Surat Suara Sah 
  

Jumlah Surat Suara Tidak Sah 
      Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (1 # 2) 
  

  

          

          

         



5. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisiberdasarkan data Model Al Pleno) 

  

an
, 
.
 
.
 

NOMOR URUT DAN NAMA CALON ANGGOTA BPD JUMLAH 
  

  

  

                
  

6. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal 

yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

7. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh 

para pemilih. 

8. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

    

@ hal menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan 

kenyataan. 

Ima Hen mausaktanasan SOLO 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTABPD 

KETUA SEKRETARIS 

. SAKSI CALON PERWAKILAN DUSUN/PERWAKILAN PEREMPUAN 

SAKSI CALON SAKSI CALON SAKSI CALON 

PERWAKILAN DUSUN 1 PERWAKILAN DUSUN II” PERWAKILAN PEREMPUAN 

secenusannananannanananauunanaaaauanan ju. uwanaunanananaannanannannnn js. owow#mananununuaunangaunnananan 

Pj. KEPALA DESA KETUA BPD 

DESA. cone ersennsnsensnnenanninanse DESA. penindasan onangam rena 

seneususasasansussasanusanasasunanananann ”””——”————————————————————————————”/jOv0wawoncocc.KaKunaauananuunnuusunananuan
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PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD 

' DESA sesecco eco... sa KECAMATAN seeecooooooooco.. 
r KABUPATEN POHUWATO 

Sekretariat «JL serscoscwicososa 

  

EL aa La AI Tea NA MA TT YM 

CATATAN KEJADIAN KHUSUS 

DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......ooWooo.Woo 

TAHUN 2018 

Kejadiankhususdan / ataupernyataankeberatanolehsaksicalonsebagaiberikut : 

oo. onanasasananananunananana nana nana uan aan nana an nana nn ane n ana aa ana nana aa ana ana nana aa nana ana aan ana nan aan ana nan ana 

oo ooococcccccocaunanunususunananusunsunununuunanguna sana nanas aa nan aan ana nana naa sanam anna sen naa anna aan nana nan ana anna nana anna 

"oo... saunanusunuunuanunuuannanana nana aan an ana R anna ana KAN anna n ana aan aan nana aan nana naa ana aan ana an na 

oo... runnaunannuunn nana na Rn nan naa nan aan nana anna nana 

oom nnuuunununuununa nana KANAN KARNA ARA RA AAA RA RAN AN AAA RENA AA RAN RARE KANAN AAA KERANA NA RANK AR ARA KA ARA AA AA KAN NN 

.o.ocoocoooccccomocomaranasuraranansanuanrnunnaranananaaa nana naa ana Rana a nana nana nana aan ana naa aan ana anna anna aan na anna anna aan anna nana 

oo. rrununuranan anna nana RR Rana ena na nana 

soo. rarunussssunuunua nan urnana ra nanasanen nana nana n naa naa ana nenen nana na nana ana naa anna nana nana nana nana aan nana ana nanan anna 

oom rasnsunuauruanauuruuanaruaanannannanana aan anna aa nana nan nana anna anna Rana nana nana aa nan nana nana ana nan nana anna 

socoooocorccororsunananananaranenananenaaa nana aan aa nana an nana aan an an kanan aan nana nana nana aa nana nan an anna anna nana aan aa nan nana nana 

sooooocococoocccccoranunuarunuanasan na anun anakan anana nana na naa nana nu ana ana nana AN aa KAN Kan Kanaan ana KERANA anna ana Kanan nana nana na 

oo cananununnuuusunuannan nan nan nana aan aan aan Rana Kanaan aa a nana nana aa nana aa aan ana nana nana nana nana aan nana naa anna aa 

"oo aranananunanunnaaanarannan erna nan en ana nan ana anna aa ena aan aan aan aa anna anne nana ana naa naa aa nana anna nana nana 

coco rusuuananusananusanua nana aa nana nenen ana n ana an anna ane an ana ana aa ana aan nana nan an ana nan nana an aan nan enn nana 

.ooooooo..coocooococrcccocooanusasuusansunsunsuunsannnnnna nana nana aan en akan an aan ana ena kanan ana nana nana 

Sean asn 1 Jeans 2018 

SAKSI YANG MENGAJUKAN KETUA PANITIA 
KEBERATAN PENGISIAN ANGGOTA BPD 

so.uco.ccacaracanananssasasansausanasann Ou ..wuucu.uu.uwanauuuanususnususuanunnana 

  

  

  
PARAF KOORDINASI A1 

KABAG. HUKUM JAST. Bib............ AST. BID. PEM | sekoa wfgup 

CAN js 
7 1 / 
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